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ABSTRAK

ASTUTI HARDIANTI (B021171014). “Implemetasi Asas
Keterbukaan Pada Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo di Masa
Pandemi Covid-19” Di bawah bimbingan (Prof. Dr.Abdul Razak,SH.,MH)
selaku pembimbing | dan (DR. Andi Bau Inggit AR.,SH., M.H.) selaku
pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas keterbukaan
pada pelayanan publik selama masa pandemi covid-19 di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dan mengetahui
efektivitas pelaksanaan asas keterbukaan pada pelayanan publik selama
masa pandemi covid-19 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan jenis metode empiris. Penelitian ini dilakukan
di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.
Kemudian, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, lalu
disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini (1) Implementasi asas
keterbukaan pada pelayanan publik selama masa Pandemi Covid-19 di
Kabupaten Wajo belum optimal karena pelayanan publik dilakukan secara
online dan offline. Hal ini di karenakan kurangnya sosialisasi bagi
masyarakat yang berada jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo. Sehingga pelaksanaan asas
keterbukaan belumm optimal. (2) Efektivitas pelaksanaa Asas
keterbukaan pada pelayanan publik selama masa pandemi covid-19 di
kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten wajo tidak
berjalan secara efektif sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil
harus melakukan beberapa perbaikan dan pembenahan dalam melakukan
pelayanan publik khususnya berkaitan dengan keterbukaan infomasi agar
masyarakat dapat memperoleh informasi dengan baik .

Kata kunci: Pelayanan Publik, Asas Keterbukaan, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran dalam menyelenggarakan pelayanan
publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Makna dari
pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang
memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir
dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan
kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut
dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat
dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan
suatu kebijakan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) mengatur bahwa “pelayanan
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”*
Pembatasan pelayanan publik memiliki arti proses, cara perbuatan untuk
membatasi. Sehingga dapat diartikan Pembatasan Pelayanan Publik

adalah proses atau perbuatan untuk membatasi rangkaian kegiatan dalam

1 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik seperti yang di atur
dalam UU No. 25 Tahun 2009.2

Salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dalam
pelaksanaan pelayanan publik adalah asas keterbukaan. Asas
keterbukaan menurut pasal 4 bagian h UU No. 25 Tahun 2009 yaitu
“setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan
memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.”®> Namun
pasca adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, menimbulkan dampak
yang sangat besar terhadap indonesia termasuk pada sistem pelayanan
publik pemerintah.

Pandemi Covid-19 bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu
saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya
sebatas influenza biasa, tetapi menurut analisis kedokteran, virus ini
cukup berbahaya dan mematikan, perkembangan penularan virus ini
cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh
negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.*

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang sangat massif hampir
di semua sektor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia
menjadi salah satu negara yang sangat terdampak akibat Pandemi Covid-

19 yang sulit untuk dikendalikan. Penyebaran yang sangat cepat dan

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--virus-corona-dan-pembatasan-
pelayanan-publik

8 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

4 Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai
Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19” Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3
2020, him. 228.



tingkat kepatuhan masyarakat yang minim membuat penyebaran kian hari
semakin meningkat sehingga menimbulkan dampak yang semakin besar.

Upaya mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus
corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya
dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan
sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan
termasuk kegiatan ibadah sempat dilarang untuk dilaksanakan di tempat
ibadah dan dianjurkan dilaksanakan dirumah. “Hal ini sudah menjadi
kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.”

Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam
kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu
mengatasi dan menekan jumlah penyebaran Covid-19. Kebijakan bagi
sebagian aktivitas yang dilakukan dari rumah tentunya tetap harus
memperhatikan pelayanan publik khususnya yang dilakukan oleh
Pemerintah. Selain itu, upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah
maupun perusahaan saat ini agar tetap dapat berjalan adalah melakukan
pekerjaan dan pelayanan secara daring atau online. Pelayanan secara
online saat ini menjadi metode yang paling banyak dilakukan demi
mencegah penyebaran Covid-19. Konsep ini dikenal sebagai era normal
baru atau cara hidup baru yang berbeda dari sebelum adanya Pandemi

Covid-19.

5 Ibid.



Tatanan “hidup baru dengan menerapkan protokol kesehatan bukan
berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan
mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak fisik
termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan. Pemberlakuan
protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang
dilakukan oleh pemerintah tentunya berdampak langsung pada
masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara negara yang memberikan layanan
langsung kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.”

Sekalipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah tetap
berkewajiban dalam memberikan pelayanan publik dengan menjunjung
tinggi asas-asas pelayanan publik. Salah satu asas yang tetap harus
diperhatikan dalam pelayanan publik ditengah pandemi Covid-19 ini
adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan wajib untuk diperhatikan agar
masyarakat tetap dapat memperoleh informasi dan kemudahan dalam
memperoleh pelayanan khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dilaksanakan
dengan berbagai metode untuk tetap menjaga keberlangsunngan
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan



keselamatan pegawai aparatur sipil negara, perlu penyesuaian sistem
kerja bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru
dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian.®
Termasuk melalui pelayanan dengan sistem online.

Pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada masa pandemi saat ini
dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. 470/244/DISDUKCAPIL
tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pada Masa Pandemi Covid-19 (Surat Edaran No.
470/244/DISDUKCAPIL). Surat edaran tersebut menyatakan sebagai
berikut:”

1. “Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
secara langsung (tatap muka) di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo untuk sementara tidak
melayani mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai batas waktu
ditentukan kemudian.

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui
layanan ‘PENTAGRAM” (Pelayanan Online Adminidtrasi
Kependudukan Melalui Telegram) dengan nomor layanan
085244582725.

3. Pelayanan penerbitan KTP-el bagi yang belum melakukan
perekaman data akan diterbitkan surat keterangan biodata dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Waktu pengembalian dokumen kependudukan yang asli, akan
diinformasikan kepada pemohon melalui pesan di aplikasi
telegram.

5. Bagi Kecamatan yang bersedia melakukan pencetakan KTP-el
(khusus pergantian SUKET) agar tetap memperhatikan protokol
penanganan Covid-19.

6 Surat Edaran Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Dan Refomasi Birokrasi
Nomor 58 tahun 2020

7 Surat Edaran No. 470/244/DISDUKCAPIL tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Masa Pandemi Covid-19.



6. Bagi masyarakat yang memiliki Surat Keterangan (SUKET)
dapat mengajukan permohonan cetak KTP-el melalui
pelayanan Online .

7. Informasi mengenai persyaratan, jenis pelayanan dan dokumen
yang telah selesai diproses dapat di akses melalui aplikasi
telegram dengan link: http://t.me/InfoLayananCapilWajo.”

“‘Kebijakan normal baru dengan penerapan protokol kesehatan
tentunya membuat akses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi
terbatas. Hal tersebut menjadi tantangan dan pekerjaan terbesar bagi
penyelenggara pemerintahan untuk memaksimalkan pelayanan publik
meskipun harus beralih ke sistem online yang selama ini telah berjalan.
Upaya peralihan ini tentunya mesti dibarengi dengan memberi
edukasi/pemahaman serta sosialisasi secara masif kepada seluruh
elemen masyarakat yang akan mengakses layanan publik untuk
memanfaatkan sistem online dalam setiap layanan publik yang akan
diakses sehingga pelayanan publik di tengah tatanan kehidupan baru
tidak terganggu dan menjadi lebih efektif dan efisien.”

“‘Adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah
menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat. Hal ini didasari bahwa
kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan publik
secara langsung masih sangat dominan sementara infrastruktur
penunjang untuk pelayanan publik yang berbasis online masih belum
optimal baik dari sisi penyelenggara negara maupun sosialisasi pada

masyarakat terhadap akses layanan publik secara online.”

8 Amzulan Rifai, Adrianus Meliala, 2020, Indeks Persepsi Maladministrasi,
Ombudsman RI, Jakarta , hal.40.


http://t.me/InfoLayananCapilWajo

Faktanya bahwa pelaksanaan “pelayanan secara online di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Wajo mendapat
banyak keluhan dari masyarakat yang menganggap sistem yang berbasis
online justru memperlambat proses penyelesaian administrasi, karena
respon yang lambat dan terbatas dari pihak admin telegram catatan sipil
kabupaten wajo®. Sehingga mengakibatkan kurangnya informasi yang di
dapatkan masyarakat Kabupaten Wajo terkait bagaimana proses
pelayanan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Wajo.”

Hal tersebut juga diperparah oleh pemahaman dan fasilitas
masyarakat yang masih kurang memadai. Hal tersebut sejalan dengan
“hasil dari Survei Indeks Persepsi Maladministrasi (INPERMA) yang
dilaksanakan oleh Ombudsman RI pada tahun 2019 menunjukkan 63,57%
- 87,28% responden masih nyaman untuk mengurus secara langsung
dibandingkan dengan mekanisme daring atau memakai jasa perantara.
Selain itu, terkait kenyamanan dalam mengakses informasi tentang
standar layanan, sebanyak 51,6 % responden memilih untuk bertanya
langsung kepada petugas.”

Dugaan sementara peneliti bahwa pemerintah dalam menerapkan
implementasi asas keterbukaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil tidak sepenuhnya menerapkan asas keterbukaan, tentu dengan hal

°  https://wajoterkini.com/terkesan-lambat-warga-keluhkan-pelayanan-capil-wajo-
melalui-telegram/



itu pelaksanaan dari asas keterbukaan itu tidak efektif atau tidak berjalan
dengan semestinya .

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan
pengkajian dan penelitian terkait penerapan asas keterbukaan dalam
pelayanan publik di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini akan dilakukan
dalam bentuk dengan judul “Implementasi Asas Keterbukaan Pada
Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo di Masa Pandemi Covid-19“ .

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis

memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi asas keterbukaan pada pelayanan
publik selama masa pandemi Covid-19 di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo?

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan asas keterbukaan pada
pelayanan publik selama masa Pandemi Covid-19 di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai

berikut:



1. Untuk mengetahui Implementasi Asas Keterbukaan pada pelayanan
Publik Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan asas keterbukaan pada
pelayanan publik selama masa Pandemi Covid-19 di Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik
dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:
1. Kegunaan Teoritis
a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, juga “sebagai bahan
bacaan atau kajian hukm serta berguna untuk menambah dan
memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum
Administrasi Negara.” Hasil penelitian ini juga diharapkan
memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan di
bidang yang sama serta menjadi masukan bagi pihak-pihak
terkait dalam melakukan implementasi asas keterbukaan pada
pelayanan publik dalam masa pandemi ini.
b. Untuk mendalami teori-teori yang telah dipelajri selama
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar serta memberikan landasan untuk



melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi asas
keterbukaan pada pelayanan publik dalam masa pandemi ini.

Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan
sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam
menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan judul tersebut.

b. Dapat menjadi massukan bagi pemerintah setempat dalam
megambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Serta
diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam

pengkajian penelitian yang sama.

Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian yang berbeda dengan hasil

karya-karya oleh penulis terdahulu. Berkaitan dengan tema judul skripsi

yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap

penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan

yakni antara lain:

1.

Tulisan ini berupa “skripsi yang terdapat pada Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun
2017 atas nama Andi Wira Nurramadani, dengan judul “Pelaksanaan
Pelayanan Publik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Adapun yang

dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaann standar pelayanan
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yang diterima pasien rawat jalan di pusat kesehatan masyarakat
(PUSKESMAS) kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar,
serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar
pelayanan yang diterima pasien rawat jalandi Pusat Kesehatan
Masyarakat (PUSKESMAS) Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota
Makassar.”

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa “diperoleh
kesimpulan yang menunjukan pelaksanaan standar pelayanan yang
diterima pasien sudah berjalan dengan sesuai dengan standar
pelayanan yang ditetapkan oleh puskesmas kassi-kassi dan adapun
beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar
pelayanan yang diterima pasien di puskesmas kassi-kassi
Kecamatan Rappocini Kota Makassar.”

Tulisan ini berupa “skripsi yang terdapat pada Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun
2016 atas nama Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly, dengan judul
“Tinjauan  Yuridis Pengadaan Dan Seleksi Calon Pegawai
Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang”. Adapun yang dibahas
dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon
pegawai sudah sesuai dengan Undang-Undang keterbukaan
informasi publik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam

penerapan prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan
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pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah.”
Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa
“‘pengadaan dan seleksi merupakan bagian dari proses penyusunan
kepegawaian, proses penyusunan kepegawaian berfungsi untuk
mendapatkan orang yang tepat dan posisi yang tepat yang
merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Proses seleksi
bersama dengan proses pengadaan pegawai merupakan dua
tahapan yang sangat penting. Seleksi adalah proses pemilihan calon
pegawai untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan
memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses seleksi
merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk publik, dalam
proses pengadaan dan seleksi calon pegawai harus dilaksanakan
secara terbuka. Keterbukaan informasi sangat penting karena
Dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi
merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang
terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya
praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam
mengelolah sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama
dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good
governance), secara transparan, partispatif dan akuntabel.”
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat

disimpulkan bahwa penelitian yanng di lakukan sebelumnya
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berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Karena
penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan implementasi asas
keterbukaan pada pelaksanaan pelayanan publik di kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo pada masa
Covid-19. Dimana pada masa pandemi Covid-19 menimbulkan
dampak yang sangat massif sehingga hampir di semua sektor
dalam kehidupan terutama dalam hal pelayanan publik menjadi
terbatas.
Tulisan ini berupa skripsi yang terdapat pada Jurusan Politik Dan
Kewarganegaraan Fakultas Illmu Sosial Universitas Negeri
Semarang tahun 2017, atas nama Aszhar Nur Fahmi, dengan judul
‘Implem Entasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Kependudukan
Di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”.
Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah implementasi asas
keterbukaan dalam pelayanan kependudukan di Desa Kalibagor,
serta apa saja yang menjadi penghambat implementasi asas
keterbukaan dalam pelayanan kependudukan di Desa Kalibagor.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa
Pemerintah Desa Kalibagor telah melaksanakan implementasi asas
keterbukaan dalam pengelolaan pelayanan kependudukan. Bentuk
keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalibagor dalam
pelayanan kependudukan vyaitu terbuka terhadap segala macam

informasi mengenai pelayanan kependudukan sehingga seluruh
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masyarakat desa dapat mengetahui seluruh informasi terkait
pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah desa.
Keterbukaan dalam memberikan informasi dilakukan dengan
beberapa cara diantaranya yaitu dengan sosialisasi langsung kepada
masyarakat desa, memberikan informasi lewat papan informasi yang
ada di kantor desa, dan juga melalui postingan di website Desa
Kalibagor sehingga seluruh masyarakat desa dapat melihatnya.
Hambatan yang dialami Pemerintah Desa Kalibagor dalam
implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan kependudukan
diantaranya yaitu keterbatasan jangkauan informasi oleh pihak desa
dalam menginformasikan mengenai pelayanan kependudukan
kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat
pemerintahan desa dan juga pasifnya sikap masyarakat desa dalam
mencari tahu informasi mengenai persyaratan-persyaratan apa saja
yang harus dilengkapi ketika sedang mengurus kepentingan

administrasi kependudukan di kantor desa.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan Publik “diartikan sebagai segala bentuk kegiatan
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di
pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik
Negara/Daerah dalam bentuk barang dan/atau jasa baik dalam
rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”°

“Pelayanan dapat di artikan sebagai suatu kegiatan/keuntungan
yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen
yang bersifat tidak berwujud dan dan tidak dapat dimiliki. Jadi,
Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan dan dilakukan oleh organisasi pemerintah yang
melayani pelayanan publik.”

Secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah
memuaskan masyarakat. Sedangkan dari perspektif hukum,

pelayanan publik dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang

10 Faiza Nurmasitha, Abdul Hakim, Wima Yudo Prasetyo . Pengaruh Kompetensi
Pegawai Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan. Jurnal Administrasi Publik
(JAP), Vol. 1, No. 6, him. 1.221.
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diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan kepada
pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau
penduduknya atas suatu pelayanan.t!
2.  Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
(KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik, menyebutkan  bahwa
“‘penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa
prinsip yaitu:”
1) “kesederhanaan.
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah di
pahami, dan mudah dilaksanakan.
2) Kejelasan

a. persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.

b. unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Cc. rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3) kepastian waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telah ditentukan

11 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi. Citra Intrans Selaras, malang, him. 12.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

akurasi.

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
keamanan .

Proses produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan
kepastian hukum.

tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang
ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan
dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan
sarana teknologi telekomunikasi dan Informatika.

kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai,
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan
teknologi telekomunikasi dan Informatika.

kedisiplinan kesopanan dan keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun,
ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Kenyamanan
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Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang
tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan
sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan,
seperti parkir toilet tempat ibadah dan lain-lain.”
Standar Pelayanan Publik
a. Teori standar layanan
Setiap penyelenggaraan “pelayanan harus memiliki
standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
penerima pelayanan. Standar pelayanan publik berfungsi untuk
memberikan arah bertindak bagi instansi penyedia pelayanan
publik, di mana dengan ditetapkannya suatu standar atas
pelayanan publik, maka dapat mempermudah instansi penyedia
pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Terdapat
dua manfaat standar pelayanan” yaitu sebagai berikut:
1) “Standar pelayanan memberikan jaminan mutu bagi
pelanggan. Melalui standar pelayanan ini, masyarakat
(pelanggan) dapat mengetahui apa saja yang diharapkan

dari sebuah pelayanan.
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2) Standar pelayanan dapat digunakan sebagai ukuran baku
atas mutu yang harus ditampilkan oleh para petugas
pelayanan.”

Selanjutnya, “di dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004
disebutkan bahwa hendaknya setiap penyelenggara pelayanan
melakukan survey indeks kepuasan masyarakat secara
berkala. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan dan
menjaga kualitas pelayanan agar tetap pada tingkat yang baik,
bahkan memuaskan. Pada  umumnya, masyarakat
menginginkan produk jasa layanan yang memiliki karakteristik
lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Dengan demikian,
perlu diperhatikan dimensi waktu, biaya, maupun kualitas baik
produk maupun sikap. Pelayanan yang terbaik adalah melayani
setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan,
ramah, dan menolong, serta profesional ."*?

b. Indikator Standar Pelayanan
“‘Menunjukan bahwa indikator dari Standar pelayanan

yang dimaksud dalam penelitian ini sekurang-kurangnya”

meliputi:13

12 Rachmadi, 2008, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien
Rawat Inap Kelas Il Di Rsud Karimun. Tesis, Program Pascasarjana Admistrasi Publik
Universitas Terbuka, Jakarta, him. 10.

13 Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Upp Amp Ykpn, Yogyakarta,
him. 208.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

“Prosedur pelayanan meliputi prosedur pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk prosedur pengaduan.

Waktu Penyelesaian meliputi standar waktu penyelesaian
pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan.

Biaya Pelayananan meliputi standar biaya/tarif pelayanan
termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan
tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas
pelayanan.

Produk Pelayanan meliputi standar produk (hasil)
pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan yang
telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan
mendapat pelayanan berupa apa saja.

Sarana pelayanan meliputi standar sarana pelayanan
yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
Prasarana pelayanan meliputi prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa

nyaman kepada penerima pelayanan.
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7) Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan meliputi standar
kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan.”

B. Asas Keterbukaan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik “secara teoritis dikenal dengan
istilah Good Governance. Good governence merupakan konsep dalam
pengelolaan pemerintahan yang populer sejak tahun sembilan puluhan
yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu negara berjalan
secara demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru, namun
prinsipprinsipnya telah lama merupakan social capital dan menjadi sendi-
sendi pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya
masyarakat Indonesian dan sangat sejalan dengan prinsip partisipasi,
transparansi, dan akuntabilatas, serta membuka ruang bagi keterlibatan
warga masyarakat.”4

Istilah transparansi atau keterbukaan dapat diartikan sebagai
kejelasan atau keterbukaan informasi. Asas keterbukaan ialah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

14 Achmad Ruslan. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik (Good Governance). Jurnal llimu Hukum (Amanna Gappa). Vol.21 No. 1, 2013, him.
49.
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dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan dan rahasia negara.®

“Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep good
governance merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan
keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat
adminsitrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat.
Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi
negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara
maka rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan
tersebut harus mengetahi secara transparan atau terbuka.'® Transparansi
merupakan salah satu dari karakteristk good governance atau
kepemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas,
dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan.”

“Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan
dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu
syarat penting untuk menciptakan good governance. Dengan adanya
transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan
(fairness) dapat ditumbuhkan.!” Selanjutnya Tjokromidjoyo yang dikutip

dalam Arifin Tahir, menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui

15 Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, Hukum Pelayanan Publik Berbasis
Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi. Citra Intrans Selaras, Malang, him. 41.

16 Murtir Jeddawi, 2011, Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah,
Total Media, Yogyakarta, him. 26.

17 Tahir, Arifin, 2011, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Pustaka Indonesia Press, Jakarta, him. 162.
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oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah,

organisasi dan badan usaha.”!8

Menurut Smith, mengemukan bahwa proses transparansi meliputi:*°
1. “Standard procedural requirements (Persayaratan Standar

Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan

partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

2. Consultation processes (Proses Konsultasi), adanya dialog antara
pemerintah dan masyarakat.

3. Appeal rights (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam
proses pengaturan. standar dan tidak berbelit, transparan guna
menghindari adanya korupsi.”

“Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik
adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti®°.
Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan.!

Jadi secara konseptual, “transparansi dalam penyelenggaraan publik

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

18 |bid, him. 123.

19 |bid, him. 164.

20 Ratminto dan Atk Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan
Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter, dan Standar Pelayanan
Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 19.

21 |bid, hal 18.
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penyelenggara” pelayanan publik sebagai upaya. Pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuanperaturan
perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai

dan mudah dimengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayanan.

C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil “mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian kewenangan/urusan Pemerintah Daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tannggung jawab
dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.”??

‘Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan
Daerah Kabupaten Wajo nomor 38 Tahun 2011 pada pasal 19
menyelenggarakan fungsi: sebagai berikut :

a. “Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

22 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 36 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo
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b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya.

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.”

f. “Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.”

2. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
“‘Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban bertaggunng jawab

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang

dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan” meliputi :%3

a. “Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Pembentukan instansi pelaksanayang tugas dan fungsinya di
bidang Administrasi Kependudukan.

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan.

d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

23 UU RI NO 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 ayat (1)
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e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan.

f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas
pembantuan.

g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota.

h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.”

D. Pandemi Covid-19
1. Pengertian Pandemi Covid-19
Coronavirus “adalah  sekumpulan virus dari  subfamili
Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo
Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit
pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia,
coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang
umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit
seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan.”?*
Dalam kondisi saat ini, “virus corona bukanlah suatu wabah
yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang

awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi”

24 Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai
Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No.
3, 2020, him. 228.
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analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat
ini di tahun 2020 hingga tahun 2021, perkembangan penularan virus
ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan
seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.?®

“‘Dilematis berbagai negara dunia dalam menanggulangi
Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) telah menjadi
perhatian antara satu negara dengan negara yang lain. Transparansi
pemerintah menjadi tuntunan di tengah wabah yang menyerang
sistem inti pernapasan manusia ini. Kebijakan pemerintah dalam
upaya menanggulangi COVID-19 sebagai upaya untuk perlindungan
masyarakat sipil dari pihak eksternal yang sewaktu-waktu dapat
menjadi bom waktu dan mengancam keselamatan masyarakat.
Kebijakan negara dalam memberikan layanan kesehatan yang
memadai menjadi strategi nasional dalam menanggulangi COVID -
19.726

“Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona
di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan
memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan
sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (work from home), bahkan

kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan

25 |bid.

26 Afni Regita Cahyani Muis, Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi
Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7
No. 5, 2020, him. 440.
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pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah
dianalisa dengan maksimal tentunya.”?’

Terkait “aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan
dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini
diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.
Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah
yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan
suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau
sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.
Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui
setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan
pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang
ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu
kebijakan.”?®
2. Dampak-Dampak Pandemi covid-19 Terhadap Pelaksanaan

Pelayanan Publik.

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan
oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan
sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work

from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN),

27 Nur Rohim Yunus, Annissa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai
Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No.
3, 2020, him. 228.

28 |bid.
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“‘meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap
di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumabh.
Kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan
tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan
pemerintah bukan hanya social distancing tapi dilanjutkan dengan
Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).">°

Dengan “banyaknya instansi penyelenggara layanan publik
yang membatasi layanan, menginisiasi layanan online bahkan
sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi satu fenomena
yang harus dilakukan. Pembatasan pelayanan publik ini mulai
dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini,
dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk
belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-
pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH).20

Pemberlakuan “WFH ini memang tidak diberlakukan kepada
seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa
bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman KTP-
El, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun

perpanjangan STNK di Samsat, dan bidang-bidang lain yang

29 Jaka andhika, Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyelenggaraan Pelayanan
Publik” https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-
penyelenggaraan-pelayanan-publik, diakses pada tanggal 9 Maret 2020, pukul 20.00
WITA.
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memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung. Walaupun
tidak memberlakukan WFH, tetapi tetap memberlakukan
pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu
seperti dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam
ruangan dan di dalam ruangan, serta pelayanan harus mengikuti
anjuran jarak aman yaitu minimal 1 meter. 1

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak
dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi
terhambat, karena pada akhirnya beberapa bidang pelayanan tidak
dapat melayani masyarakat secara langsung. Akan tetapi,
penyelenggara pelayanan publik kemudian membuat inovasi-inovasi
dalam memberikan pelayanan agar palayanan tidak terhambat

seperti memberikan pelayanan melalui sistem online. 32

31 bid.
32 |bid.
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